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ABSTRACT

Education in Indonesia, as one of the pillars of national development, faces
significant challenges in achieving equitable quality and relevance to global needs.
Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System (UU Sisdiknas)
serves as the primary legal basis for the implementation of education in Indonesia.
This article examines the education policies contained in the Law Sisdiknas,
focusing on their goals, objectives, effectiveness, efficiency, and impact on the
national education system. Although these policies have successfully increased
access to education, disparities in quality across regions and social groups remain
a major issue. Evaluations indicate that the policies' effectiveness in improving
education quality has been suboptimal, particularly in achieving the goals of
developing student character and competency. Efficiency challenges also arise
related to unequal budget distribution and differing managerial capacities across
regions. This article also proposes alternative policies that can strengthen the
Indonesian education system, such as transforming education financing to focus
more on quality, changing the evaluation system to be more holistic, and improving
educator competency. It is hoped that this study will provide useful insights for
improving and adapting education policies to current demands.

Keywords: Education Policy, Law Sisdiknas, Education Effectiveness, Education
Efficiency, Policy Alternatives, National Education

ABSTRAK

Pendidikan di Indonesia, sebagai salah satu pilar pembangunan bangsa,
menghadapi tantangan besar dalam mencapai kualitas yang merata dan relevan
dengan kebutuhan global. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) menjadi landasan hukum utama dalam
penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Artikel ini mengkaiji kebijakan pendidikan
yang terkandung dalam UU Sisdiknas, dengan fokus pada tujuan, sasaran,
efektivitas, efisiensi, dan dampaknya terhadap sistem pendidikan nasional.
Meskipun kebijakan ini berhasil meningkatkan akses pendidikan, ketimpangan
kualitas antarwilayah dan kelompok sosial masih menjadi masalah utama. Evaluasi
menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan dalam meningkatkan kualitas pendidikan

263



mailto:1nurulauliyaputri235@gmail.com
mailto:2sirajuddinsaleh@unm.ac.id
mailto:3ditaadeliamuallim4@gmail.com
mailto:4faisal.s22025@student.unm.ac.id
mailto:5sahriah.s22025@student.unm.ac.id
mailto:6najib.s22025@student.unm.ac.id
mailto:7nurn90204@gmail.com

Pendas : Jurnal limiah Pendidikan Dasar,
ISSN Cetak : 2477-2143 ISSN Online : 2548-6950
Volume 11 Nomor 02, Juni 2026

belum optimal, terutama dalam pencapaian tujuan pengembangan karakter dan
kompetensi peserta didik. Tantangan efisiensi juga muncul terkait dengan distribusi
anggaran yang tidak merata dan kapasitas manajerial yang berbeda antardaerah.
Artikel ini juga mengusulkan alternatif kebijakan yang dapat memperkuat sistem
pendidikan Indonesia, seperti transformasi pembiayaan pendidikan yang lebih
berfokus pada kualitas, perubahan sistem evaluasi yang lebih holistik, dan
peningkatan kompetensi pendidik. Diharapkan kajian ini memberikan wawasan
yang berguna dalam memperbaiki dan menyesuaikan kebijakan pendidikan dengan
tuntutan zaman.

Kata Kunci: Kebijakan Pendidikan, UU Sisdiknas, Efektivitas Pendidikan, Efisiensi
Pendidikan, Alternatif Kebijakan, Pendidikan Nasional

A.Pendahuluan penyelenggaraan pendidikan, regulasi

Pendidikan memiliki peran yang tersebut  dinilai  belum  mampu

sangat penting dalam membangun
sumber daya manusia yang
berkualitas. Dalam konteks Indonesia,
sistem pendidikan menjadi kunci
untuk mempersiapkan generasi muda
menghadapi tantangan global dan
meningkatkan daya saing bangsa.
Namun, meskipun pendidikan
memiliki potensi besar, sistem yang
ada perlu terus dikembangkan dan
diperbaiki agar lebih adaptif terhadap
perubahan zaman dan kebutuhan
masyarakat. Kebijakan pendidikan
yang diterapkan di Indonesia harus
mampu menciptakan sistem yang

inklusif, merata, dan berkualitas.

Sebelum tahun 2003, sistem
pendidikan di Indonesia diatur oleh
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Meskipun memberikan landasan bagi

memenuhi tantangan perkembangan
zaman yang semakin kompleks.
Globalisasi, kemajuan teknologi, dan
perubahan sosial-ekonomi menuntut
sistem pendidikan yang lebih fleksibel,
terdesentralisasi,  dan responsif
terhadap kebutuhan masyarakat yang

terus berkembang.

Sebagai respons terhadap
tantangan tersebut, lahirlah Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional
(UU Sisdiknas). UU ini menekankan
prinsip-prinsip demokratisasi,
desentralisasi, dan pemerataan serta
peningkatan kualitas pendidikan di
seluruh Indonesia. Visi dari UU
Sisdiknas adalah mengembangkan
potensi peserta didik agar menjadi
individu yang tidak hanya cerdas,

tetapi juga berakhlak mulia, sehat,
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kreatif, mandiri, dan bertanggung
jawab sebagai warga negara yang
demokratis. Hal ini menunjukkan
bahwa UU Sisdiknas tidak hanya
mengutamakan aspek akademik,
tetapi juga pembentukan karakter
yang utuh pada peserta didik.

Namun, setelah hampir dua dekade
implementasi, berbagai pertanyaan
muncul mengenai efektivitas dan
efisiensi  kebijakan ini. Berbagai
tantangan dalam implementasi
kebijakan pendidikan masih terlihat,
seperti ketimpangan kualitas
pendidikan antar wilayah, disparitas
fasilitas pendidikan, dan kesenjangan
dalam kompetensi pendidik. Oleh
karena itu, penting untuk melakukan
analisis terhadap kebijakan ini guna
mengevaluasi sejauh mana tujuan-
tujuan awal dari UU Sisdiknas
tercapai, serta untuk merumuskan
alternatif perbaikan guna
meningkatkan kualitas pendidikan
nasional yang lebih relevan dengan
perkembangan zaman dan kebutuhan

masyarakat yang dinamis

B. Metode Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan
menggunakan metode studi literatur

(library research). Pendekatan

tersebut  dipilih  karena tujuan
penelitian  tidak berfokus pada

pengujian hipotesis melalui
pengumpulan data empiris, tetapi
lebih diarahkan untuk menelaah,
mengidentifikasi, dan memahami
secara mendalam berbagai konsep,
teori, serta temuan penelitian
sebelumnya yang berkaitan dengan
peran kependidikan di era digital.
Melalui metode ini, penulis memeriksa
beragam sumber ilmiah seperti jurnal
nasional, buku-buku akademik, dan
berbagai hasil penelitian relevan yang

telah diterbitkan.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Tujuan dan Sasaran Kebijakan
Pendidikan Indonesia

Pendidikan

a. Tujuan  Kebijakan

Indonesia

Tujuan kebijakan pendidikan di
Indonesia sebagaimana dirumuskan
dalam Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2003

Pendidikan Nasional menekankan

tentang Sistem

pada pengembangan potensi peserta
didik secara menyeluruh. Pendidikan
tidak hanya diarahkan  untuk
menghasilkan individu yang cerdas
secara intelektual, tetapi juga memiliki

kekuatan spiritual, moral, sosial, serta
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keterampilan hidup yang memadai.
Secara normatif, tujuan tersebut dapat
diuraikan ke dalam beberapa aspek
utama sebagai berikut:

1) Penguatan  keimanan  dan

ketakwaan yang menempatkan

pendidikan sebagai sarana
pembentukan  nilai  spiritual
peserta didik.

2) Pembentukan akhlak mulia yang
tercermin dalam sikap dan
perilaku dalam kehidupan
sehari-hari.

3) Pengembangan kecerdasan dan
pengetahuan sebagai dasar
kemampuan berpikir logis, kritis,
dan sistematis.

4) Peningkatan keterampilan dan
kemandirian yang
memungkinkan individu

beradaptasi dalam kehidupan

sosial dan dunia kerja.

5) Pembentukan karakter
kewarganegaraan termasuk
sikap demokratis, tanggung

jawab, dan kesadaran sosial

Jika ditelaah secara konseptual,
kelima aspek tersebut menunjukkan
bahwa kebijakan pendidikan di
Indonesia
pendekatan holistik. Pendidikan tidak
hanya berfungsi sebagai proses

dirancang dengan

transfer pengetahuan, tetapi juga
sebagai proses pembentukan
manusia seutuhnya. Dalam perspektif
ini, keberhasilan pendidikan tidak
cukup diukur dari capaian akademik,
melainkan juga dari perkembangan
karakter dan kemampuan sosial
peserta didik. Realitas implementasi
menunjukkan adanya
ketidakseimbangan dalam
pencapaian tujuan tersebut. Sistem
pendidikan  masih  menunjukkan
kecenderungan yang kuat pada
penilaian aspek kognitif melalui ujian
dan capaian nilai. Akibatnya, dimensi
afektif dan psikomotorik sering kali
belum mendapatkan perhatian yang
proporsional. Kondisi ini
mengindikasikan adanya
kesenjangan antara tujuan normatif
dengan  praktik pendidikan  di
lapangan. Temuan oleh (Rahman et
al., 2021) menyatakan bahwa sejalan
dengan penelitian yang menyatakan
bahwa kebijakan pendidikan dalam
undang-undang sering kali
menghadapi kendala dalam
implementasi, sehingga tujuan yang
bersifat ideal belum sepenuhnya
terwujud secara optimal. Hal ini
menegaskan bahwa keberhasilan
kebijakan tidak hanya bergantung

pada perumusan tujuan, tetapi juga
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pada efektivitas pelaksanaan dan

evaluasi yang mendukungnya.

Perkembangan global yang
ditandai dengan kemajuan teknologi
dan tuntutan kompetensi abad ke-21
turut memengaruhi orientasi
pendidikan. Keterampilan seperti
berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi,
dan komunikasi menjadi semakin
penting. Dalam konteks ini, tujuan
pendidikan yang telah dirumuskan
sebenarnya masih relevan, tetapi
membutuhkan penjabaran yang lebih
operasional agar dapat
diimplementasikan secara nyata
dalam proses pembelajaran. Faktor
lingkungan sosial juga memiliki peran
dalam menentukan keberhasilan
pencapaian tujuan pendidikan.
Kondisi keluarga, budaya, serta
lingkungan masyarakat turut
membentuk  pengalaman  belajar
peserta didik. Pencapaian tujuan
pendidikan tidak dapat dilepaskan dari
konteks sosial yang melingkupinya.
Dengan mempertimbangkan berbagai
aspek tersebut, dapat ditegaskan
bahwa tujuan kebijakan pendidikan di
Indonesia telah dirumuskan secara
komprehensif dan visioner. Tantangan
utama terletak pada bagaimana tujuan

tersebut diimplementasikan secara

konsisten melalui sistem
pembelajaran dan evaluasi yang
selaras, sehingga mampu
memberikan dampak nyata terhadap

peningkatan kualitas peserta didik.

b. Sasaran Kebijakan Pendidikan

Indonesia

Sasaran kebijakan pendidikan di
Indonesia menunjukkan bahwa
pendidikan dipahami sebagai suatu
sistem yang melibatkan berbagai
komponen secara terpadu. Dalam
Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional, sasaran kebijakan
mencakup berbagai pihak yang
memiliki peran strategis dalam
penyelenggaraan pendidikan. Secara
umum, sasaran tersebut dapat dirinci

sebagai berikut:

1) Peserta didik sebagai penerima
utama layanan pendidikan

2) Pendidik dan tenaga
kependidikan sebagai pelaksana
proses pembelajaran

3) Lembaga pendidikan sebagai

penyelenggara pendidikan

4) Pemerintah dan pemerintah
daerah sebagai perumus dan
pengelola kebijakan
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5) Masyarakat sebagai mitra dalam
mendukung  penyelenggaraan

pendidikan

Struktur

menunjukkan bahwa

sasaran ini
kebijakan
pendidikan dirancang dengan
pendekatan sistemik, di mana setiap
komponen memiliki peran yang saling
berkaitan. Peserta didik menjadi fokus
utama karena mereka merupakan
pihak yang secara langsung
mengalami proses pendidikan.
Kebijakan pendidikan diarahkan untuk
menjamin akses yang adil serta
kualitas layanan pendidikan yang
memadai bagi setiap individu.
Meskipun akses pendidikan semakin
terbuka, kenyataan di lapangan
menunjukkan bahwa kualitas
pendidikan yang diterima peserta didik
masih beragam. Perbedaan
pengalaman belajar ini
mengindikasikan bahwa pemerataan
akses belum sepenuhnya diikuti oleh
pemerataan mutu. (Hakim, 2016).
Mengemukakan bahwa penelitian
perluasan akses pendidikan belum
selalu diiringi dengan peningkatan

kualitas yang merata.

Peran pendidik dan tenaga
kependidikan menjadi sangat penting

dalam menentukan kualitas hasil

pendidikan. Guru tidak hanya
berfungsi sebagai penyampai materi,
tetapi juga sebagai fasilitator dalam
proses pembelajaran. Kebijakan
pendidikan diarahkan pada
peningkatan kompetensi dan
pendidik.

praktiknya,

profesionalisme tenaga
Namun, dalam

peningkatan kualitas guru tidak selalu
menghasilkan perubahan signifikan
jika tidak didukung oleh lingkungan
belajar yang kondusif. Dalam konteks
kelembagaan, lembaga pendidikan
berfungsi sebagai ruang implementasi
kebijakan. Sekolah menjadi tempat di
mana Kkebijakan diterjemahkan ke
dalam praktik nyata. Akan tetapi,
perbedaan kapasitas antar lembaga
pendidikan menyebabkan
implementasi kebijakan tidak selalu
berjalan secara seragam. Hal ini
menunjukkan bahwa faktor internal
institusi memiliki pengaruh yang besar
terhadap keberhasilan kebijakan.

Pemerintah dan pemerintah
daerah memiliki peran strategis dalam
merumuskan dan mengelola
kebijakan pendidikan. Dalam
kerangka desentralisasi, pemerintah
daerah diberikan kewenangan untuk
menyesuaikan

kebijakan  dengan

kebutuhan lokal. Pendekatan ini
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memberikan peluang untuk
menciptakan kebijakan yang lebih
kontekstual. Akan tetapi, perbedaan
kapasitas antar daerah juga menjadi
tantangan dalam menjaga konsistensi
implementasi kebijakan secara
nasional. Hal ini sejalan dengan
penelitian (Mayangsari et al., 2003)
yang menegaskan bahwa
keberhasilan kebijakan pendidikan
sangat dipengaruhi oleh proses
implementasi yang melibatkan
berbagai faktor, termasuk kondisi
sosial dan  kapasitas institusi.
Masyarakat juga menjadi bagian
penting dalam sasaran kebijakan
pendidikan. Keterlibatan masyarakat
menunjukkan  bahwa  pendidikan
merupakan tanggung jawab bersama.
Partisipasi masyarakat dapat
memperkuat penyelenggaraan
pendidikan, baik melalui dukungan
moral maupun material. Tingkat
partisipasi yang belum merata
menunjukkan bahwa peran ini masih

perlu diperkuat.

Sasaran kebijakan pendidikan di
Indonesia telah dirancang secara
komprehensif dengan melibatkan
berbagai pihak. Namun, kompleksitas
tersebut juga menuntut adanya

koordinasi yang kuat dan strategi

implementasi yang adaptif. Tanpa
adanya sinergi yang efektif, kebijakan
pendidikan berpotensi mengalami
kesenjangan antara perencanaan dan
pelaksanaan. Keberhasilan kebijakan
pendidikan tidak hanya ditentukan
oleh kejelasan sasaran, tetapi juga
oleh kemampuan untuk
mengintegrasikan seluruh komponen
dalam sistem pendidikan secara
harmonis. Pendekatan yang
kolaboratif dan kontekstual menjadi
kunci dalam memastikan bahwa
kebijakan pendidikan mampu
memberikan dampak nyata terhadap
peningkatan kualitas pendidikan di

Indonesia.

2. Evaluasi Kebijakan Pendidikan

Indonesia

Evaluasi mengenai kebijakan
pendidikan merupakan usaha untuk
memastikan apakah kebijakan
pendidikan tertentu sesuai dengan
kriteria yang telah ditentukan dan
memberikan dampak yang diharapkan
bagi kelompok sasaran. Proses
evaluasi ini dilaksanakan dengan
menerapkan analisis kebijakan, untuk
mengetahui seberapa efektif
kebijakan pendidikan tersebut dan
potensi  keberhasilannya  dalam

pelaksanaan. Dengan melakukan
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evaluasi terhadap kebijakan
pendidikan, individu dapat mengenali
kekurangan serta kelebihan yang

muncul dalam pelaksanaannya.

Untuk memastikan evaluasi
yang menyeluruh terhadap kebijakan
pendidikan, sangat diperlukan untuk
memberikan berbagai argumentasi
yang logis. Meliputi : a) membedakan
kelayakan penerapan kebijakan yang
telah dirumuskan, b) menilai sejauh
mana kebijakan pendidikan yang telah
ditetapkan berhasil
diimplementasikan, c)
mengidentifikasi hubungan antara sisi
positif dan negatif dari kebijakan
dengan faktor-faktor kontekstual serta
tidak langsung yang memengaruhi
pengambilan keputusan, d)
menentukan tingkat efektivitas dalam
penerapan kebijakan pendidikan, e)
memastikan efektivitas serta adanya
ketidakpastian  terkait  kebijakan
pendidikan, f) menganalisis pengaruh
sosial dari kebijakan pendidikan
terhadap masyarakat luas, Q)
meninjau kecukupan strategi mitigasi
risiko yang diterapkan selama proses
perumusan kebijakan, dan h) merinci
langkah-langkah  untuk perbaikan
kebijakan  pendidikan di masa

mendatang.

Selain itu, para mitra yang
menjalankan  kebijakan, individu
berpengaruh, media, serta lembaga
yang terlibat dalam sistem pendidikan
memiliki kontribusi signifikan dalam
pembentukan kebijakan. Contohnya,
di Indonesia, terdapat organisasi
seperti  Muhammadiyah, NU, dan
yayasan pendidikan yang secara aktif
berkontribusi dalam penyelenggaraan
pendidikan. Secara bersama-sama,
berbagai aktor ini berkolaborasi untuk
merumuskan kebijakan pendidikan
dan memastikan pelaksanaannya
berjalan dengan baik. (Gunawan et

al., 2023)

Evaluasi pendidikan merupakan
elemen dari program pembelajaran
dan bagian dari sudut pandang teori
pembelajaran sosial yang menjadi
strategi untuk memperkuat tujuan
pengembangan sikap dan
keterampilan seperti etika kerja yang
baik, disiplin, dan pembelajaran yang
berkelanjutan. Oleh karena itu, model
evaluasi harus menyeluruh, terus-
menerus, dan objektif. Penilaian
menyeluruh  berarti mengevaluasi
berbagai keterampilan dan saat ini
hanya fokus pada kemampuan
kognitif. Di sisi lain, evaluasi yang

terus-menerus berarti  melakukan
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penilaian, dan tujuannya mencakup
semua aspek dari proses
pembelajaran, sebagai aktivitas yang
wajar, ketika dijalankan tanpa merasa
terbebani, melainkan sebagai cara
untuk meningkatkan motivasi serta
mengurangi perilaku negatif. Hal ini
dirancang sebagai bagian dari usaha
untuk mencapai tujuan pendidikan
nasional. Objektivitas mengisyaratkan
bahwa evaluasi inti harus dihargai
tanpa diperdebatkan saat
memberikan penilaian. Metode paling
efektif untuk memperbaiki proses
pendidikan adalah dengan

melaksanakan evaluasi.

UUD No. 20 Tahun 2003
menerapkan pendekatan
pembelajaran yang partisipatif dan
lebih menekankan pada siswa, yang
berarti metode belajar aktif dan terkait
langsung dengan peserta didik,
bertujuan menciptakan lingkungan
yang mengasah kemampuan, nilai,
dan sikap. Berdasarkan tujuan
evaluasi, ujian nasional masih belum
mampu memenuhi sasaran tersebut.
Ujian nasional untuk berbagai
pelajaran, yang berbentuk tes pilihan
ganda yang cukup sulit di akhir
jenjang pendidikan, diharapkan bisa

mendorong semua aspek proses

belajar mengajar. Untuk mencapai
proses belajar yang lebih kreatif, bisa
diterapkan "metode pembelajaran
aktif dengan teknik bertanya". Dengan
demikian, proses pembelajaran tidak
hanya membutuhkan tenaga pendidik,
tetapi juga mengajak siswa untuk
secara aktif terlibat dalam proses
pendidikan. Ini dapat membantu
mencapai hasil terbaik dari kegiatan
belajar. (Akbar et al., 2022)

Evaluasi kebijakan pendidikan
dapat digunakan untuk menunjukkan
penyebab dari ketidakberhasilan
suatu kebijakan, atau dapat juga
mempelajari seluruh kebijakan
pendidikan yang dilaksanakan serta
memperoleh manfaat yang
diharapkan. Dengan kata-kata yang
lebih  mudah, evaluasi kebijakan
pendidikan bertujuan untuk mengukur
“‘manfaat” dari kebijakan pendidikan
yang diterapkan. Berdasarkan hal
tersebut, evaluasi kebijakan
pendidikan dapat dibagi menjadi tiga

elemen, yaitu:

1) Administratif bertujuan untuk

menilai  prosedur kebijakan
pendidikan dari sudut pandang
administratif, yang biasanya
lebih berkaitan dengan aspek

keuangan.
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2) Politik bertujuan untuk menilai
pertimbangan-pertimbangan
yang ada dalam kebijakan
pendidikan itu sendiri.

3) Yudisial berfungsi untuk menilai
semua aspek hukum yang telah
dilanggar atau tidak.

Evaluasi kebijakan itu sendiri
memiliki beberapa tujuan:

1) Untuk menilai seberapa efektif
suatu kebijakan.

2) Untuk mengetahui seberapa
baik kinerja sebuah kebijakan
melalui penilaian, sehingga bisa
memahami sejauh mana tujuan
dan sasaran kebijakan tersebut
tercapai. (Jaysurrohman et al.,
2021)

3. Efektivitas Kebijakan Pendidikan

Indonesia

Efektivitas merupakan tolok ukur
dari  pencapaian tujuan  suatu
organisasi. Dalam konteks
pendidikan, efektivitas meliputi aspek
manajemen dan  kepemimpinan

sekolah, tenaga pengajar, staf
pendidikan, dan individu lainnya,
siswa, kurikulum, fasilitas,
pengelolaan kelas, interaksi antara
sekolah dan masyarakat, serta
pengelolaan bidang spesifik lainnya.

Hasil yang terukur dari semua aspek

ini  mengacu pada apa yang
bahkan

kesesuaian antara hasil yang

diinginkan, menunjukkan

diperoleh dan yang diharapkan.

Analisis mengenai seberapa
efektif  sebuah

berlangsung lama dan terus-menerus

inisiatif yang

seperti pendidikan membawa kita
kepada pertanyaan mengenai apa
saja yang menjadi tolok ukur
efektivitas di setiap fase. Tolok ukur

efektivitas pendidikan tersebut adalah:

1) Indikator input: indikator ini
mencakup kualitas guru, sarana,
peralatan, dan bahan ajar serta
kemampuan pengelolaan.

2) Indikator proses: indikator ini
berkaitan ~ dengan  perilaku
administratif, pembagian waktu
guru, dan pembagian waktu
siswa.

3) Indikator output: indikator ini
menyangkut hasil-hasil yang
diperoleh siswa dan
perkembangan sistem sekolah,
hasil yang berkaitan dengan
pencapaian belajar, serta hasil
yang berhubungan dengan

perubahan sikap, juga hasil yang

terkait dengan keadilan dan

kesetaraan.
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4) Indikator outcome: indikator ini
mencakup jumlah lulusan yang
melanjutkan ke jenjang

pendidikan selanjutnya,

pencapaian belajar di institusi
yang lebih tinggi dan dunia kerja,
serta penghasilan. (Muiz et al.,

2024)

Faktor-faktor yang dapat
berpengaruh terhadap keberhasilan
kebijakan pendidikan karakter menuju
Generasi Emas 2045 di Indonesia.
Berikut adalah beberapa di antaranya:
Dukungan yang teguh dari pemerintah
dalam mendorong dan melaksanakan
kebijakan pendidikan karakter adalah
hal yang sangat penting. Untuk
mencapai tujuan pendidikan karakter
secara efektif, diperlukan anggaran
yang cukup, sumber daya manusia
yang berkualitas, serta pemantauan
dan evaluasi yang Dberlangsung
secara terus-menerus. Pendidikan
karakter menjadi fondasi utama dalam
menciptakan peradaban yang
berkelanjutan, terutama di zaman
modern yang dipenuhi dengan
berbagai tantangan dan dinamika.
Pendidikan karakter memiliki peran
krusial dalam membentuk individu
yang beretika, bertanggung jawab,
dan berkapasitas untuk menjadi agen

perubahan  yang positif  bagi
masyarakat. (Maisaroh & Untari,
2024)

4. Efesiensi dan Dampak Kebijakan
Pendidikan Indonesia

Analisis terhadap UU No. 20
Tahun 2003
Pendidikan Nasional tidak lengkap

tentang Sistem

tanpa meninjau dimensi efisiensi dan
dampak yang dihasilkan. Efisiensi
berkaitan dengan bagaimana sumber
daya (input) dikelola untuk

menghasilkan  capaian maksimal
(output), sementara dampak melihat
transformasi jangka panjang yang
dirasakan oleh masyarakat sebagai

pengguna jasa pendidikan.

a. Efisiensi Kebijakan Pendidikan

Efisiensi dalam kebijakan
pendidikan di Indonesia pasca-UU
Sisdiknas dapat ditinjau dari dua sudut
pandang utama: efisiensi internal dan

efisiensi eksternal.

1) Efisiensi Internal: Optimalisasi
Sumber Daya Sekolah Efisiensi
internal merujuk pada seberapa
efektif sistem pendidikan mampu
meminimalkan pemborosan

sumber daya dalam proses

belajar mengajar.  Indikator

utamanya meliputi angka putus
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sekolah yang rendah, angka
kenaikan kelas yang tinggi, dan
rasio guru-siswa yang ideal.
Implementasi UU  Sisdiknas
mendorong pengalokasian
anggaran minimal 20% dari
APBN/APBD, vyang secara
teoritis bertujuan untuk
meningkatkan sarana,
prasarana, dan kesejahteraan
pendidik. Namun, tantangan
efisiensi muncul ketika distribusi
anggaran belum merata antara
daerah perkotaan dan terpencil,
menyebabkan variasi kualitas

output yang signifikan.

2) Efisiensi  Manajerial  melalui

Desentralisasi UU No. 20 Tahun
2003 memberikan ruang bagi
manajemen berbasis sekolah
(MBS) dan otonomi pendidikan.
Secara manajerial, ini adalah
bentuk efisiensi karena
keputusan diambil lebih dekat
dengan  kelompok sasaran
(siswa dan masyarakat lokal).
Dengan desentralisasi, birokrasi
yang panjang dipangkas,
sehingga lembaga pendidikan
dapat merespons kebutuhan
lokal dengan lebih cepat dan
hemat biaya. Meskipun

demikian, efisiensi ini sangat

bergantung pada kapasitas
administratif pemerintah daerah
dan kepala sekolah dalam
mengelola dana seperti Bantuan
Operasional Sekolah (BOS).

3) Efisiensi Evaluasi: Pergeseran
dari UN ke Penilaian Otentik
Secara administratif, sistem
evaluasi masif seperti Ujian
Nasional (UN) di masa lalu
sering dikritik kurang efisien
karena biaya tinggi namun
hanya mampu mengukur aspek
kognitif semata. UU Sisdiknas
sebenarnya  mengamanatkan
evaluasi yang menyeluruh dan
berkelanjutan. Pergeseran
menuju asesmen yang lebih
partisipatif diharapkan dapat
menekan biaya logistik ujian
massal dan beralih ke
pengembangan kualitas proses
pembelajaran yang lebih
berdampak pada kompetensi
nyata peserta didik.

b. Dampak Kebijakan Pendidikan
terhadap Masyarakat

Dampak kebijakan adalah hasil
nyata yang melampaui angka-angka
statistik, mencakup perubahan sosial,
ekonomi, dan karakter bangsa.
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1) Dampak Akselerasi Pemerataan

Pendidikan (Aksesibilitas) Salah
satu dampak paling signifikan
dari UU No. 20 Tahun 2003
adalah meningkatnya partisipasi
sekolah melalui program Wajib
Belajar. Masyarakat dari
berbagai lapisan ekonomi
memiliki kesempatan lebih besar
untuk mengakses pendidikan
dasar hingga menengah.
Dampak  sosialnya  adalah
penurunan angka buta aksara
dan peningkatan rata-rata lama
sekolah secara nasional.
Namun, dampak ini masih
menyisakan  catatan  pada
"kesenjangan mutu", di mana
akses terbuka luas tetapi
kualitas fasilitas antara sekolah
negeri dan swasta, atau antara
Jawa dan luar Jawa, masih

menunjukkan disparitas.

2) Dampak Transformasi Kurikulum

dan Karakter Kebijakan
pendidikan nasional berdampak
pada pergeseran paradigma dari
pengajaran berbasis materi ke
pembelajaran berbasis
kompetensi dan karakter.
Melalui integrasi pendidikan
karakter yang diamanatkan
undang-undang, sekolah kini

tidak hanya menjadi pabrik
ijazah, tetapi juga lembaga
persemaian nilai-nilai  moral,
keimanan, dan
kewarganegaraan. Dampak
jangka  panjangnya  adalah
persiapan  "Generasi Emas
2045" yang diharapkan memiliki
ketahanan moral di tengah arus

globalisasi.

3) Dampak Ekonomi dan

Ketersediaan Tenaga Kerja
(Outcome)  Secara  makro,
kebijakan ini berdampak pada
ketersediaan tenaga kerja yang
lebih terdidik. Indikator outcome
menunjukkan bahwa lulusan
sistem pendidikan nasional
mulai mengisi berbagai sektor
industri  dan jasa. Namun,
tantangan dampak eksternal
tetap ada, vyaitu adanya
mismatch (ketidaksesuaian)
antara keterampilan yang
diajarkan di sekolah/perguruan
tinggi dengan kebutuhan
industri. Hal ini menuntut adanya
evaluasi yudisial dan
administratif yang lebih ketat

terhadap relevansi kurikulum.

4) Dampak Partisipasi Masyarakat

dan Akuntabilitas Publik
Diterapkannya UU Sisdiknas
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memberikan legitimasi  bagi
masyarakat untuk terlibat aktif
melalui Komite Sekolah dan
Dewan Pendidikan. Dampaknya,
terjadi peningkatan transparansi
dan akuntabilitas dalam
pengelolaan pendidikan.
Pendidikan tidak lagi dianggap
sebagai urusan pemerintah
semata, melainkan tanggung
jawab kolektif antara
pemerintah, orang tua, dan
masyarakat.
c. Sintesis: Keseimbangan antara

Efisiensi dan Dampak

Evaluasi kebijakan menunjukkan
bahwa efisiensi dan dampak sering
kali berada dalam posisi tarik-ulur.
efisiensi

Mengejar anggaran

terkadang berisiko mengabaikan
dampak kualitas bagi daerah-daerah
terpencil. Oleh karena itu, efektivitas
kebijakan pendidikan nasional sangat
bergantung pada dukungan
pemerintah dalam hal anggaran yang
cukup, sumber daya manusia yang
berkualitas, serta sistem pemantauan
yang kontinu. Kesimpulannya, UU No.
20 Tahun 2003 telah berhasil
menciptakan kerangka kerja yang
lebih  demokratis dan sistemik.

Namun, efisiensi administratif dan

dampak transformasionalnya masih
perlu terus dioptimalkan melalui
perbaikan implementasi di tingkat
lapangan agar tujuan ideal
membentuk  manusia  Indonesia
seutuhnya dapat tercapai secara

merata.

5. Alternatif Kebijakan Pendidikan

Indonesia yang lebih baik

Berdasarkan analisis terhadap
evaluasi, efektivitas, serta efisiensi
implementasi UU No. 20 Tahun 2003,
diperlukan adanya reorientasi
kebijakan yang lebih adaptif terhadap
tantangan global. Alternatif kebijakan
yang diusulkan tidak serta merta
mengganti undang-undang yang ada,

melainkan memperkuat kerangka

operasionalnya melalui  langkah-
langkah strategis berikut:
a. Transformasi Pembiayaan

Pendidikan, Dari Kuantitas ke

Kualitas Terfokus

Pemerintah perlu menggeser
fokus alokasi anggaran 20% tidak
hanya untuk pemenuhan akses
(pembangunan fisik), tetapi lebih pada
peningkatan kualitas proses

pembelajaran.

1) Pemberian Dana BOS Afirmatif:
Memberikan insentif lebih besar
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bagi sekolah di daerah tertinggal
untuk mengejar ketimpangan
skor PISA melalui penyediaan
sarana teknologi dan
laboratorium yang setara
dengan wilayah perkotaan.

2) Beasiswa Berbasis Kompetensi
Masa Depan: Memperluas akses
pendidikan tinggi (yang saat ini
baru mencapai 30-40%) melalui
skema bantuan biaya pendidikan
yang difokuskan pada program
studi strategis abad ke-21
seperti  kecerdasan buatan,

energi terbarukan, dan ekonomi
kreatif.

b. Re-desain Sistem Evaluasi

Nasional yang Holistik

Evaluasi kebijakan pendidikan
harus beralih dari model penilaian
kognitif tunggal ke model yang lebih
menyeluruh, terus-menerus, dan

objektif.

1) Implementasi Portofolio Digital:
Menggantikan  sistem  ujian
konvensional dengan rekam
jejak capaian siswa (portofolio)
yang mencakup aspek kognitif,
afektif, dan psikomotorik secara
seimbang.

2) Audit Pendidikan
Berkala: Melakukan evaluasi

Kualitas

administratif, politik, dan yudisial

secara rutin untuk mendeteksi

inefisiensi dalam birokrasi
pendidikan daerah.
c. Penguatan Literasi dan

Kompetensi Guru melalui Coaching
Berkelanjutan

Mengingat rendahnya skor PISA
dalam literasi dan sains, kebijakan
peningkatan kompetensi pendidik
harus bersifat klinis dan kolaboratif.

1) Model
Partisipatif:

Akademik
Mengembangkan

Supervisi

sistem supervisi yang tidak lagi

bersifat inspektif, melainkan

berbasis pendampingan
(coaching) untuk membantu
guru mengimplementasikan
metode pembelajaran aktif dan
teknik bertanya yang kreatif di
kelas.

2) Sertifikasi

Nyata: Mengaitkan tunjangan

Berbasis  Kinerja

profesi guru dengan capaian
literasi dan numerasi siswa
secara objektif, bukan hanya
pemenuhan administrasi jam
mengajar.
d. Integrasi Pendidikan Karakter dan
Ketahanan
Emas 2045)

Budaya (Generasi
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Pendidikan

fondasi utama dalam

karakter  harus
menjadi
menciptakan peradaban yang

berkelanjutan.

1) Kurikulum  Fleksibel Berbasis
Nilai Lokal: Memberikan otonomi
penuh bagi sekolah untuk
mengintegrasikan nilai-nilai

kearifan  lokal ke dalam

kurikulum nasional, guna
memperkuat jati diri siswa di
tengah arus globalisasi.

2) Sinergi Tri Pusat Pendidikan:
Memperkuat keterlibatan

masyarakat dan keluarga

sebagai mitra strategis dalam
pengawasan dan pelaksanaan
pendidikan karakter di luar
lingkungan sekolah.

e. Sinkronisasi Dunia  Pendidikan
dengan Dunia Kerja (Link and

Match)

Untuk  mengatasi  dampak
inefisiensi lulusan, kebijakan harus
menjembatani kesenjangan antara
kurikulum sekolah dengan kebutuhan

industri.

1) Revitalisasi Pendidikan Vokasi:
Mewajibkan kemitraan strategis
antara lembaga pendidikan

(khususnya SMK dan Perguruan

Tinggi) dengan dunia usaha dan
(DUDI) dalam

kurikulum dan

industri
penyusunan
program magang bersertifikat.

2) Sistem Monitoring Tracer Study
Nasional: Menggunakan data
lulusan yang bekerja untuk
mengevaluasi efektivitas dan
relevansi program studi di setiap

satuan pendidikan.

D. Kesimpulan
Berdasarkan keseluruhan
analisis, dapat disimpulkan bahwa
kebijakan pendidikan dalam UU No.
20 Tahun 2003 secara konseptual
telah dirancang dengan arah yang
komprehensif dan progresif, yakni
mengembangkan potensi peserta
didik secara utuh dalam dimensi
spiritual, intelektual, dan keterampilan,
dengan pendekatan sistemik yang
melibatkan berbagai aktor pendidikan.
Namun, dalam tataran implementasi,
terdapat ketegangan antara idealitas
kebijakan dan realitas lapangan,
terutama pada praktik evaluasi yang
masih cenderung terfokus pada aspek
kognitif sehingga belum sepenuhnya
merepresentasikan capaian
pembelajaran yang holistik. Dari sisi
efektivitas, kebijakan ini terbukti
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berhasil memperluas akses
pendidikan, tetapi belum optimal
dalam menjamin kualitas hasil belajar,
yang menunjukkan bahwa
keberhasilan pada level input belum
otomatis berbanding lurus dengan
output. Sementara itu, efisiensi
melalui desentralisasi dan Manajemen
Sekolah

meningkatkan partisipasi pendidikan,

Berbasis mampu

tetapi sekaligus memunculkan
persoalan baru berupa kesenjangan
mutu antarwilayah, yang
mengindikasikan adanya asumsi
tersembunyi bahwa semua daerah
memiliki kapasitas yang relatif setara
padahal kenyataannya tidak demikian.
Arah perbaikan kebijakan perlu
bergeser secara strategis dari
orientasi kuantitas menuju kualitas
yang terukur dan Dberkelanjutan,
melalui penguatan sistem evaluasi
yang lebih holistik, peningkatan
kompetensi guru secara
berkelanjutan, integrasi nilai karakter
dan budaya, serta penyelarasan
pendidikan dengan kebutuhan dunia
kerja, sehingga kebijakan tidak hanya
efektif secara administratif, tetapi juga
substantif ~ dalam menghasilkan
kualitas pendidikan yang merata dan

bermakna.
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